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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan yang merupakan 

inti sari berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang 

ditemukan oleh penulis selama menulis skripsi sebagai berikut : 

1. Kepastian hukum sertifikat hak atas tanah merupakan jaminan dari 

sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat sepanjang tidak 

dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak dan 

mempunyai alat bukti untuk membuktikannya. Sertifikat hak atas 

tanah bukan satu satunya yang dijadikan sebagai alat bukti 

kepemilikan tetapi alat bukti lain pun bisa dijadikan sebagai alat bukti 

kepemilikan hak atas tanah di Pengadilan. 

2. Upaya yang harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum 

sertifikat hak atas tanah adalah dalam memproses pendaftaran 

tanah oleh pemilik hak atas tanah dan penerbitan sertifikat oleh 

instansi Pemerintah harus berdasarkan asas sederhana, asas aman, 

asas mutakhir, dan asas terjangkau untuk terjaminnya kepastian 

hukum dari sertifikat yang diterbitkan. Dan juga berdasarkan asas 

keterbukaan diharuskan kepada masyarakat dan pemilik tanah 

memelihara data fisik yang mana diharuskan mengetahui dimana 

lokasi tanah, batas-batas tanah yang dipunyai serta data yuridis jika 
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ada peralihan hak, pembebanan hak ataupun yang lainnya harus 

segera di daftarkan kepada instansi Pemerintah terkait. 

 
B. Saran 

1. Dalam rangka menjamin kepastian hukum sertifikat hak atas tanah, 

masyarakat ataupun pemilik hak atas tanah harus mempunyai itikad 

baik dalam menguasai tanahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

di inginkan seperti terjadinya penggugatan atas tanah tersebut 

dikarenakan ada pihak lain yang merasa berhak atas tanah tersebut 

dengan mempunyai alat bukti yang memang berhak atas tanah 

tersebut. 

2. Dimungkinkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat 

untuk sesegera mungkin mendaftarkan tanahnya agar diberikan 

surat tanda bukti hak atau yang biasa disebut dengan sertifikat hak 

atas tanah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum tentang 

kepemilikan hak atas tanah tersebut dan untuk diberikannya 

kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegangnya. Serta bagi 

instansi Pemerintah yang berwenang agar lebih teliti dan tidak 

semena-mena dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah supaya 

tidak terjadi kekeliruan. 
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